
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

Mengingat 

BUPATITAPANULITENGAH, 

a. bahwa sehubungan dengan Pemberitahuan/Penetapan 
beberapa Alokasi Belanja yang dilakukan setelah Penetapan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2016 antara lain: 
1. Pemberitahuan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah 

kepada Kabupaten Tapanuli Tengah pada APBD Provinsi 
Sumatera Utara melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi 
Sumatera Utara Nomor 903/2274/2016 tanggal 29 Maret 
2016; 

2. Pemberitahuan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan 
Kabupaten Tapanuli Tengah pada APBD Provinsi Sumatera 
Utara melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera 
Utara Nomor 903/2275/2016 tanggal 29 maret 2016; 

3. Penetapan Daftar Utang Belanja Pemerintah Kabupaten 
Tapanuli Tengah kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 
2016 melalui Keputusan Bupati Tapanuli Tengah 
Nomor 427 /DPPKAD/2016 tanggal 10 Maret 2016; 

b. bahwa berdasarkan pertimbartgan sebagaimana dimaksud 
pada huruf di atas, perlu menetapkan Peraturart Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapartuli Tengah 
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 .. 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURANBUPATITAPANULITENGAH 
NOMQR 9 TAHUN 2016 

TEN TANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2016 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2016 

.SERITA DAERAH . 
KABUPATENTAPANUL!TENGAH 
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2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih clan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan. Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

9. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun · 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
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12. Perat.uran Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 'i 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahuri. 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indoneeia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporart 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

·• 

Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor . 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

333 



A 

• 

• 

...... ,,,, 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
kepada Dewan Perwakilan rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi 
Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan 
tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancan.gan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 
Tahun 2011 tentanf Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

• 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut: 

Pasal 1 • 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH NOMOR 2 TAHUN 
2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 . 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

• 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
ten tang Pedoman Pemberian Hibah dari Bantuan Sosial Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun · 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah; 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1 
Tahun 2016 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli 
Tengah Tahun 2016 Nomor 1); 

32. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 
427 /DPPKAD/2016 tentang Daftar Utang Belanja Pemerintah 
Kabupaten Tapanuli Tengah kepada Pihak Ketiga Tahun 
Anggaran 2016. 

I· 
! 
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Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih 
lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati 
ini. 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah: 
a. Semula Rp 1.168.384.127.000,00 
b. Bertambah/ (Berkurang) Rp 0,00 

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp 1.168.384.127.000,00 

• (2) Belanja Daerah: 
a. Semula Rp 1.193.876.254. 900,00 
b. Bertambah/ (Berkurang) Rp 24.042.970.486,84 

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp 1.217.919.225.386,84 

Defisit Rp (49.535.098.386.84~00) 

(3) Pembiayaan : 
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah 
1. Semula Rp 27.492.127.900,00 ,,.,--, . .,,_ 

! . 

Bertambah/ (Berkurang) 2. Rp 24.042.970.486,84 
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan 51.535.098.386,84 

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
1. Semula Rp 2.000.000.000,00. 
2. Bertatnbah/ (Berkurang) Rp 0,00 

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp 2.000.000.000,00 
; • Jumlah Pembiayaan Netto Rp 49.535.098.386.84,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00 
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BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH 
TAHUN 2016 NOMOR ~ 

Diundangkan di Pandan 
pada tanggal L1 April 2016 

SEKRETARIS nhRAH ~ATEN TAPANULI TENGAH 

I~ 
HENDRI su~o l~ANTOBING 

/'· fJ .. 
; ' 

SUKRAN JAMILAN TANJUNG 

ttd 

BUPATITAPANULITENGAH 

Ditetapkan di Pandan 
pada tanggal 13 April 2016 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. 

Peraturan Bupati ini riiulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Pasal 6 

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini 
diterangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. 

Pasal 5 

Pasal 4 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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